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Abstrak
 

Dwifungsi ABRI yang ditenggarai sebagai faktor penyebab intervensi militer kedalam urusan non-militer,

dirasakan telah menjurus pada keadaan yang mengkhawatirkan perkembangan demokrasi di era Orde Baru

(1966-1998). Sikap sinis masyarakat dan kritik-kritik terhadap peran militer yang melampaui porsi

fungsinya, seakan tidak membuat militer bergeming hingga penghujung era kekuasaan Presiden Soeharto.

Turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, mendorong keberanian masyarakat untuk mendesakan

keinginan mengembalikan militer sebagai kekuatan pertahanan belaka. Masyarakat menuntut militer untuk

menghentikan seluruh kegiatan diluar tugas-tugas kemiliteran. Urusan sosial politik diharuskan tidak lagi

menjadi wewenang militer. Militer diminta tidak mengambil porsi jabatan birokrasi sipil. Militer juga

dituntut membenahi diri lebih professional. Berbagai tuntutan ditujukan kepada militer untuk segera

menghapuskan doktrin Dwifungsinya.

Menjawab desakan kuat masyarakat yang tidak menghendaki militer berperan dalam urusan sosial-politik,

militer mencanangkan apa yang disebutnya Reformasi Internal ABRI. Militer juga berargumentasi bahwa

ide reformasi internalnya, sudah dipersiapkan dan selaras dengan harapan masyarakat. Militer mengaku

tidak merasa bahwa desakan masyarakat sebagai penyebab langkah-langkah reformasi internal ABRI.

Namun, kenyataannya konsep reformasi internal ABRI pada tahap awal, tidak seperti apa yang dituntut oleh

masyarakat. ABRI lebih mengedepankan pendekatan implementasi bertahap sementara masyarakat

menginginkan berlangsung sesegera mungkin. Bahkan ABRI masih memandang perlu konsep Dwifungsi

yang di luruskan pelaksanaannya, sementara masyarakat menghendaki dihapuskannya. Pergulatan dinamika

wacana panjang tentang reformasi internal ABRI, pada akhirnya tunduk pada kehendak masyarakat. Namun,

militer masih juga mengatakan bahwa reformasi internal ABRI sudah direncanakan sejak awal dan

berangkat dari kesadaran internal militer untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Reformasi internal ABRI, tampaknya secara nyata tidak akan terwujud bila tidak pernah terjadi peristiwa

reformasi nasional. Peristiwa-peristiwa politik menjelang reformasi, desakan masyarakat, dan peran militer

menyikapi dinamika politik yang berlangsung saat itu, turut menentukan perkembangan politik selanjutnya

yang menyentuh militer dengan reformasi intemalnya. Implementasi reformasi internal militer berdampak

luas terhadap reposisi peran militer dalam kehidupan nasional. Dikembalikannya fungsi militer sebagai alat

pertahanan negara belaka, menandai berakhirnya era Dwifungsi ABRI.

Reformasi internal ABRI telah membawa militer mereposisi diri dalam berhubungan dengan lingkungan

eksternalnya. Hubungan sipil-militer yang berlangsung di era kekekuasaan Orde Lama (1952-1966) dan

Orde Baru (1966-1998), jauh berbeda dengan di era reformasi. Begitupun hubungan sipil-militer di era

reformasi pimpinan Presiden Habibie (1998-1999) berbeda dengan era kepemimpinan Presiden

Abdurahman Wahid (1999-2001) maupun Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Memperhatikan

hubungan sipil-militer yang berlangsung di era reformasi, tampak jelas belum ada pola hubungan yang

stabil. Karenanya, prospek hubungan sipil-militer kedepan menjadi kajian yang sangat menarik untuk
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mencermati peran militer dalam perkembangan demokrasi.

Hasil penelitian yang didasarkan atas pengamatan dan wawancara mendalam dengan duapuluh enam

perwira tinggi militer diantaranya Jenderal Purn. Wiranto dan Jenderal Purn. Susilo Bambang Yudhoyono,

serta mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, mencoba memaparkan masalah-masalah yang terkait

dengan reformasi internal ABRI, pandangan mereka, serta berbagai hal yang melatarbelakanginya. Hasil

penelitian ini memberikan jawaban atas permasalahan penelitian yang bertujuan mengetahui penyebab

utama yang mendorong militer melakukan reformasi internalnya. Begitupun dengan hubungan sipil-militer

yang berlangsung sesudahnya, adalah bagian yang dikemukakan disini.

Disertasi yang menyajikan hasil penelitian ini disusun dalam 6 bab. Selain mengetengahkan berbagai

pendekatan teori tentang keterlibatan militer dalam politik dan hubungan sipil-militer, sejarah politik militer

Indonesia yang melatarbelakangi keterlibatannya dalam urusan sosial politik turut diulas. Begitupun para

teoritikus militer seperti Samuel P. Huntington, Amos Perlmutter, Erick Nordlinger Carl Von Clausewitz,

Morris Janowitz, Gavin Kennedy, Claude E Welch, Harry Holbert Turney, Guilermo 0'Donnel, Larry

Diamond, Elliot A. Cohen, karya pemikirannya dijadikan landasan teori untuk memahami fenomena

penelitian yang dilakukan. Beberapa contoh keterlibatan militer dalam politik di berbagai kawasan, disajikan

untuk melengkapi pemahaman disertasi ini.

Kendatipun, era reformasi telah menempatkan militer pada posisinya yang dijauhkan dari politik, tidak

menjamin kalangan militer benar-benar lepas dari ketertarikannya pada masalah politik. Fenomena proses

pemilihan Presiden langsung yang pertama di Indonesia (Mei-Oktober 2004), membenarkan kekhawatiran

masyarakat akan kembalinya militer berpolitik cukup beralasan. Akhirnya penelitian ini menyimpulkan

bahwa reformasi internal ABRI tidak berdiri sendiri. Hubungan sipil-militer di era reformasi belum

mencerminkan hubungan sipil-militer yang menunjukan bahwa militer berada dibawah kendali otoritas sipil

sepenuhnya. Istilah hubungan-hubungan yang seimbang (Equal Relations), hubungan yang setara dan

terkendali (Equal & Controllable) dalam konteks hubungan sipil-militer, adalah hal baru yang ditemukan

pada hasil penelitian ini. Hubungan sipil-militer seperti itu, tampaknya cocok diterapkan pada masa transisi

yang sedang berlangsung di Indonesia.


